LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 10 TAHUN 2011 SERI:C NOMOR:9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka perlu mencabut Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2008
tentang Retribusi  Izin Usaha Jasa
Konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu membentuk Peraturan Daerah



Mengingat

tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2008
tentang Retribusi  Izin Usaha Jasa
Konstruksi;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang  Pembentukan  Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 10  Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



10.

Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang  Pembentukan  Daerah-daerah



11.

12.

13.

14.

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa  Konstruksi  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3955);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa  Konstruksi  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia ~ Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-
undangan;

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten ~ Kebumen  Tahun 2008
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Peraturan Daerah  Kabupaten Kebumen
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi lzin
Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 14) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Maret 2011

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 10



